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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 100.3.2/Kep.DPRD-36/2024

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali
Kota;

b. bahwa materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Tahun 2025, telah dibahas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sehingga dapat ditetapkan menjadi
Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021
Nomor 62);




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Surat Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor
B/100.3.2/456/HK/2024 Hal Usulan Propemperda
Tahun 2025 Inisiatif Wali Kota Cirebon Tanggal
19 November 2024,

2. Berita Acara Nomor 188.05/BA.139/DPRD dan Nomor
188.05/BA.23/Hukum tentang Kesepakatan Antara
Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dengan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota
Cirebon tanggal 25 November 2024;

MEMUTUSKAN:

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon ini.

Meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Kota Cirebon untuk mengikuti perkembangan dan
melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan
rancangan peraturan daerah yang menjadi Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 melalui
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 November 2024
KETUA DPRD EBON,

AND STIO
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